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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr- Wb

Segala puji s],ukur penJ tsun ucapkan kehadirat Allan SWT, Tuhan yang

Maha Pengasih lagi Mal.a Penya]'ang, karena atas limpaharr berkat, rahmat,
dan hidayahNya penlrusunan Naskai Akademik darr DraJt Rarcangarr

Peratllran Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukuql untuk Masyarakat
Mlskin dapat terselesaikan dengan baik. pen)..rsun berharap ba.nyak masukan
dafi stakellolder terkait substansi atau materi muatan yarg har.us diatur
dalam draft Raperda ini fielal.ui foruil group discussion, sehingga denga_n

semakin ba,.lyaklrya masukal dari banyak stakehold.er akat memaksimalkan

peral Raperda ini sebagai alat guua mencapai kepentingar bersama

khususnya memajukan kesejahteraan mas.varal<at Kota Surabaya. Oleh

karena itu penFtsun sangat terbuka atas sa]an, kitik, dan masukan dari
semua pihal( terkait pen]-usunan draft Raperda ini. Semoga Allah SWT, Tuhan

Yang N,laha I(uasa, memberikar kemudahan bagi kiia seinua dalam

penlusunan Raperda KoLa Surabaya teitarg Bantuan Hukurn untuk
Masyarakat Nliskin ini, amin.

Wds s dLamu alaikum Wr. Wb

Tim Pennrsun



BAB I
PENDAHULUAN

A, Latai Belakang

Negara Indonesia merupakal negara yang berdasarkan atas Pancasila dar
Undang- Unda-1g Dasar- 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan
equalitg befor] the latu {persamaan di depar hukum) yang dijamia dalam
sistem hukum Indonesia sebagarmana telah diatur dalam pasal 2gD ayat (1)

arnaodemen ke 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikal ja.minan terhadap
pengakuan, perlindr-ingal dan kepastian hukum yaIrg adil da]1 perlakua!
yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupa_kan hak konstitusional
setilp $,arga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan
persamaarl di depan hukum, sebagai sar.ana pengakua! HAM. Mendapatkarr
bantuan hukum bagi setiap orang adalah penujuda-ll acces ,o fstce (akses
lerhadap keadilar) sebagai implementasi dari jalrlina.I perlindungan hukum,
dan jaminan persarlaan di depan hukum. Hal rni sesuai dengan konsep
bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita_cita negar.a kesejahteraan

{we\are state) ,

Sistem hukum Indonesia da]1 Undalg:lJ1dang Dasar 1945 menjamin
adanva pe.samaan dihadapan hukum (equatitA before the lau), sehingga dalam
pasal 27 ayat 1 Undang,Undang Dasar 1945 disebutkal ,setiap warga Negara
bersamaar kedudukannya dalam hukum dar pemedntahan itu dengar tidak
ada kecualioya." Salal satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau
kesamaaa kedudukal da]am hukum yaitu dengan adanya ba]ltuan hukum
bagi setiap warga Negara ya.ng terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada

kenyataannya baltual hukum hanya mampu dirasakar oleh orang yang

mampu saja (Frans Hendra Winarta, 2011:71). Untuk mengatasi masalah
tersebut pemerintah felal1 mengelual-kan Undang-undang yang mengatu.
mcngenai bantuan hukum yang secaia cuma-cuma lLegal aid) yaitu"Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011 Teotang Balltuarl Hukum dan Undang Undang
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No.18 Tahun 2003 Tentang AdvokaL serta peraturan perundarg-undarga_n

lainnl,'a. Dalam Undaig-Undang No. 18 Tahun 2OO3 tersebut mewajibkan
seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukrjm
kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan
syarat-syaJat yang dtatur da.lam Undarg-undang. Kemudian jika advokat
tersebut sebagai pembed bantuan hukum tidal< melal<saaakan kewajibannya
maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yarg
berlatu. Lembaga Bantuan Hukum merupalan perwujudan dari sa_la-l1 satu
asas penting yang d€nut KUHAP yaitu asas @calsaloir, yaitu asas yang

menunjukkan bahtva seorang terdakwa yang diperiksa dalan sidalg
pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeiiksaan, melainkan sebagai subjek,
Asas accusatoir telal memperlihatkan suatu pemeriksaa-n terbul<a dimana
setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikatl jalarnya peme.iksaan.

Terdakwa mempunyai hak yalg sama nilainya dengan penuntut umum,
sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan
perkala pidana menumt hukum pidana yang berlaku (H. Rusli Muhamad,
2007 i18).

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan yang memiliki kemampuan

secara ekonomi dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela

kepenlingann]'a. Sedangkan bagi kalangar miskin (fhe poorJ yang tidal<

memiliki kema.mpuan secara ekonomi tidak dapat menunjuk advokat

sebagaimana yaog dilakukan oleh kelompok yaig memiliki kemarnpuarl secara

ekonomi Menjamin hak masyarakat mendapatkal bartuan hukum
khususnya bagi masyaralat miskin negat'a memiliki kewajibarr untuk

menyediakar-mya. Hal ini sebagai konsekunesi logis dad pengaluan negara

)'ang mengatakan "Segala warga negara bersatnaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajrb menjunjung hukum dan pemerintahan

jtu dengan tidak ada kecualinya (Pasa.l 27 ayat 1 UUD 1945) ". Pasal 34 ayat

11) UUD 1945 menegaskan 'Fakir miskin dan anak-anak yalrg telantar

dipeliheua oleh negara'. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan ba}wa
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nega.a bertalr]ggung jawab memberikan perlindungan dar pengakuarr

terhadap hak hak fakir miskin.t

Undang-Undarg Nomor 12 Talun 2005 tentarg Kovenan Intemasibiral

Hak hali Sipil dan Palilrk (Lembdran Negara Nomor 119 Tahun 2005,

'fombcLhan Lernbaran Neg d Nomor 45581 mengakui hak atas bantuar hukum

dan hak atas Advokat (nght to caunse\ dan memerintahkar negara untuk
menveciikan Advokat yang memberikaa bantuan hukum secara efektif untuk
masvaJakat mislsn ketika kepentingan keadilan mensyarakatkannya. Sampai

saat ini hak masyarakat untuk mendapat bantuan hukum belum sepenuhnya

lerpenuhi.

Memenuhi tuntutan honstitusional tersebut, Undalg-Undang Nomor 18

Tahun 2003 Lentang Advokat \Lembaran Neg@ra Nomor 49 Tatwtu 2003,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288, untuk selanj tnga disingkdt W
Adrokal) relah mengakomodirnva, Pasal 22 menyebutl<an bahwa advokat

"wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari

keadilafl yang tidak mampu (probono publico). Pdnsip tersebut merupakan

Lurunan p.inslp negara hukum (techtstaat2) dan asas equdlitv before the law

dalam UUD 1945 yaknr Pasal 27 ayal (11 yal1g menyebutkan bahwa setiap

warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada

kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyir "Setiap orang berhak atas

penga1':r,ran, jaminan, perlndungal, darl kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yalg sama didepan hukum'.

Instrumefl internasional, jaminan da, perlindungai hukum serta bantuan

hukum diatur dalam Deklaiasi Universa-l Hak-Hak Asasi Malusia ta,1un 1948

-vang mengatui hah setiap orang untuk dia-i<ur di depari hukum sebagai

manusia pribadi dimana saja ia berada, dan ja,linan setiap ora.ng sama di

Frans Hendra Winatla, Hak Kanslilusional Fakir Miskin Untuk Menpetuleh B6ntuan Hukun
dalan Ranqka Pembangunan Hukum Nasional, Universitates Padjajaran, 2007, h 7

'?tr,lenurut Philipus M Had)on Pedhdungan Hlkun Bagi Rakyal di lndonesla, Eina llmu 1987,

h.76 cir-cir rechtsslaat antara lain: adanya undang_undang dasar atau kon6lilusi, adanya pembagian

kekuasaan negara, dan diakuidan dilindunginya hak_hak kebebasan rakyal
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depan hukum dan mempunyai hal< atas perlindungar hukum yang sama
lanpa diskriminasi. Da-lam Konvensi Hak-Hal< Siprl dan politik 1966 pasal 14

ayat (31 hurul d disebutkan secara rigrd kewa3ibar bantuan hukum cdma-
cuma oleh negara yang menyatakanj

"Dalam menentukan tindak pidala yang dituduhkan padanya, setiap
orang berhal atas jaminar-jaminan minimal berikut ini, da_lam ptrsamaan
yang penuh:...untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela
yarg dipilihnya sendiri, untuk diberitahuka.u tentang hak irli bila ia tidak
mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bartuan hukum demi
kepentlngar keadilar, dall tanpa membayar jika ia tidak memiliki dal1a
yang cukup untuk membayarnya,.

B, Identilikasi Masalah

BerdasaJkan uraian pada Latar Bela_kang diatas maka dapat dirumuskan

beberapa permasala}Ian sebagai berikut :

1. Ba8almana Peraturan Daerai Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Miskin dapat dipergunal<an sebage.i dasar pemberian

bantuaa hukum di kota Surabaya?

2. Bagaimana kedudukan Pemerintai Kota Surabaya dalam pelaksanaan

pemberi;n bantuan hul<um bagi masyal:akat miskin yang diatur dalam,]
Peraturah Daerah ini?

3. Apa pertimbangan hlosohs, sosiologis dai 1'uridis dari Peraturar Daerah

tentarg Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?

4. Apa sasaran, rualg lirlgkup, jangkauan dal arah pengaturan dari

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyajakat Miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun tujuan daJi pembentukan naskall akademik Raperda Kota

Su.aba)'a tentang Bantuan Hukum Bagi Masyara.kat Miskin ini adalah

sebagai berikut:



l) Membedkan dasar berpikir yang rasionalJ obyeldif dan komprehensif
mengenar pokok-pokok pemil<iran mengenai bantuan hukum untuk
masyaral<at miskin di Kota Surabaya

2) Nlemberikan arah dan panduan bagi stakehalder terkait bantuan
hukum untuk masyarakat miskln lingkup Kota Surabaya.

3) Ivlemberikar landasan hukum bagr pihal<_pihal< terkait mengenai

bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Surabaya
Kegunaai dari naskal akademik Raperda Bantuan Hukum Bagi
Mas]arakat Miskin di Kota Surabaya im adalah sebagai berikut :

1) Sebagai dd.sar honseptual dalam pen]rusunar pasa_l-pasal dan
penjelasall Raperda Kota Surabaya teotang Bantuan Hukum untuk
Masyarakat Mtskin.

2) Sebagai rujukan sfakeholder, DPRD, pemerintah Daerah serta pihak
terkait dalarn meningkatkan pelayanan dal pemenuhaa kebutuhan
masyara.kat miskin akan adarya ba.rrtuaIl hukum di lingkungan Kota
Surabaya

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

l,,lelode yang digunakal dalam penyrsunan naskah akademik ini adalal
meLode sosiolegal. Dengai ini, maka kardah-kaidai hukum baik yang

berbentuk peraturan peruqdang-undangan, maupun kebiasaan dalam

kegiatan pendidikan dicai dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi

rumusarl pasa.l-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan

perundarg-undangan {Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori balwa

hukum yang baik hulnm yang juga berlardaskan pada kenyataan yang ada

dalam masyaralGt, bukan semata-mata merupakaa kehendal< penguasa saja.

Secara garis besar proses penl.usunan peraturan daerah ini meliputi tiga

tahap yaitu: 1). Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi dan Konsultasi

Publik, 3). Tahap Proses penyempurnaan,

I fahapKonseptualisasi
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Taiap ini menrpakan tahap awal dari kegiatan technicql assktq.nce
yang dilakukan oleh tim penl rsun. pada taiap ini t.m penSrusun
melakukan konseptualisasi naskah Akademik dilakukan deingan
konsultasi dengan tim ahli, Forum Group Diskusi,
Tahap Sosialisasi dan Konsultasi publik

Pada tahap ini, tim pen)'usun melakukaa Sosialisasi darl Konsultasi
publik mengenai Naskah Akademik Raperda tentarg B€ntuall Hukum
untuk Masyarakat Miskin mela.lui seminar yarg menghadirkan
pemuka masysra_1<at, LSM, pers, dan instansi terkait di lingkungaa
Pemerintal Daerai. Target output kegiatar sosia_lisasi ini adalah
tersoJiafisasikalnya rencana pembentuta-n Naskai Akademik
Rapelda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dan
memperoleh masukan dari pese.ta guna perbaikan dan
penyempurnaan naskah akademik.

3. Tahap Proses Penyempurnaar

Berdasarkan masukaa masukan yang di dapat, selanjutnya adalah

lahap terafthir, yaitu penyempurnaan naskah akademik. Naskai
akademik yang telah disempurnakan tadi al<an dapat digunal(an
sebagai dasar penyusunan Raperdd.



BAB II
XAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS

A. Kajian Teoritis

1. Hak Atas Bantuan Hukum

Bel'dasarkan Undarg-Undarg Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatal<an balwa Ba]1tuan Hukum adalah jasa

hukum yang diberikar oleh Pemberi Bantuan Huku:o secara cuma-cuma
kepada Penerima Bantuan Hukum. penyelenggaraan Bantuan Hukum
Lersebut berLujuan untuk:

a. nenlamin dar mernenulti hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk
mer dapa Lkar al<ses keadilan

b. melr!.judkan hal< konstitusional segala warga negara sesuai dengan

p.insip persamaan kedudukai di dalam hukum;
c menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuar Hukum dilaksarakan

secara merata di seluruh wrlayah Negara Republik Indonesia, dan

d. mer.ujudkan peradilarr yang efektiJ, efisien, au, dapat

dipertanggungiawabkan.

Dalam Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum ini, dijelaskan bahwa selama

ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilal<ukan belum banyak menyentuh

orang atau kelompok o.ang miskin, sehingga mereka kesulitan unhrk
meogakses keadilan kaiena terha,.nbat oleh ketidakmampuan mereka untuk
meu.ujudkaa hal<-hal< konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian

Bantuao Hukum dalam Undaag-Undang ini merupakar jaminan terhadap

ha1(-hak konstit!sional orang atau kelompok orang miskin.

Berd.rsaJkan apa yarlg diatur pemerintah dalan UU Bartuan Hukum

tersebut, Lerlihat balwa poltik pembangunan hukum nega-ra yang tercermin

dalarn kebijal<annya yaitu bahwa pemerintah berdasaJkan konstitusi nega.ra

menjamin perhndungai hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan asas

pcrsanddr ked udukan didepan hukum.
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Implementasi kebijatal pengaturan penyelenggaraa_n Bartuan Hukum
untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada

akhirnya diserap oteh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu disa_r

instrumen lebih lanjut untuk menetapkar kebijakan daerah da.lam rangka
mewujudkan visi daerair dan membedkan arah kebijakan publik yang harus
dirempuh untui; pelal<sanaar misi daeralr.

2. Pembaglan Urusan Pemerintahan

Pembukaan UUD Negar.a Republik Indonesia Tahun 1945 (selarjutnya

disebut UUD NRI Tahun 1945) atinea keempat menyebutkan balwa
" ..r-lembentuk Pemerintah Negara lndonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah dar.al Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertibarl dunia yar1g berdasarkal kemeldekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial...". Dar.i keempat tujuan negara tersebut salai
sarun!'a adalah memaJukan kesejahteraan umum, dalam rangka mewujudkal
hal lersebuL salah satunya melalui upaya mensejahterakan rakyat mela_lui

peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan dengan membentuk

pemerintahan daerah sesuai dengan pasal 1.B ayat [1) UUD NRI Taiun 1945

yang rnenl.atakan 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupateo dan kota, yang

tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mernpunyai pemerintahan daerah,

!'ang diatur dengan undang'undang"

Untuk kepentingan tersebut diatas pada tanggal 29 September 2004 DPR

RI menyetujui penetapan Undang-Undaag No. 32 tahun 2004 Tentang

Pemerlntahan Daeral (selanjutnya disebut UU 3212004) menggartj Undarg-

Undang No. 22 Lah,'1r. 1999 Tentang Pemeri.r.talan Daerah (selanjutnya

disebut UU 22119991. Untuk mela.1<salakan pembagian kekuasaarr

pemerinlahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam otonomi daerah pada

tanggal 9 Juli 2OO7 dikeluarkan Peraturan Pemeriiltah No 38 rahun 2007
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Tentang Pembagian Urusan pemrintahan Antara pemerintal, pemerintahan

Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerai Kabupaten/Kota (selarjutnya
disebut PP 38/20071. pembagian Urusan dalam Undang_Undang No. 23 Talirjn
201,+ Tentang Pemedntalan Daerah ditentukan dalam pasal 10. Dalam pasa_l

.tersebut kecuali yang ditentukan .ialam ayat {3), semua urusan peme ntah

.diserahkan kepada pemerintahan daerah menjadi kewenangarnya dalam
menyelenggarakar peme ntahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembaotuan- Urusan pemerintalan yang tetap menjadi kewenalgal
pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut meliputi I

d. pol;'ik ludr negeri:

b. pel tahanan;

c. keamanan;

d. lustisi;
e. moneter dan fiskal nasronal; dan

f. agama.

Nanun pasal 10 ayat (5) menentukan adanya urusan pemerintah di luar
urusan ]'ang disebut dalam ayat (3). penjelasa! ayat (5) dalam penjelasa-n

pasal demi pasal menyebutl<an bahwa maksud dari kalimat,dilua-r urusan
pemerintahar" adaiah urusan pemedntah yalg menjadi kewenangal
pemerintah diluar ayat (3). A,-at (5) tidal< jelas, sehingga bisa menimbutkar
interpreLasi bahia ini adalal pasal kapal keruk yang mengerul sisa-sisa

urusan rang tidlk diatur dalam ayat (1) dan ayat (3).3 Bahkan urusan yallg
diserahkan dalam ayat (1) sebagai kewenangan Daeral Kabupatenpun dapat
di intervensi sehingga menjadi mandul. Urusan pemerintahan yang diserahkal
kepada daerah otonom berdasa.rkan pasal 6 ayat 12) Pp 3B|2OOZ terdi.i atas

urusan B.ajib dan urusan pilihan. Urusan wajib menurut pasal 7 ayat (1)

Pe.aruran Pemerintah tersebut diatas adalah umsall pemerintaian yang wajib

' Dtuhad Mahja, Kewend Ban Otonahi Daeruh dalan Biduk+Pe daoh di Kobupdten Kendat, Thesis,
Progrnm Studi Ma-qisler Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang,2008, h. 30-31.
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disclenggaraftanr oleh pemerintahan Daerai provinsi, dan peme ntahan
Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

PP 38/2007 menentukar secara rinci kewenangan pemerintaiAn
kabupaten/kota datam melaksanakan urusarr pelayanan berdasarkan pasa_l 6
ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintaian daeral provinsi dan
Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota hal.us mengatur urusan_urlrsalt yarlg
diserahkan kepadanya. Bentuk aLuran itu tidat< latn ada.lal peraturan daerai
atau Peraturan Kepala daerai yang diterbitkan atas dasar peraturan Daerah.
Dengaa demlkial maka semua daerai Kabupaten/Kota dalarrl mela.l{sanakan
kelr,enangan urusall pelayaaan peilu menyiapkan peratuJan daerah.

3. Konsep Bantuan Hukum

I(onsep bantuan hukum Juga pada umumnya dikenat dalam 2 dua
konsep pokok J.aitu konsep bantuan hukum t.adisional dan konsep bantuan
hukum konstitusional.a Konsep bantuan hukum tradisional adalalr
pelayanan hukum yang diberikaa kepada masyarakat miskin secara
individual. Sifat dari bantuan hukum in1 pasil dar cara pendekatannya

,s.ngat lormal-1ega.l, dalam arti melihat segala permasalahan hukum semata_

.mata dari sudut hukum yang berla-l<u. Sebagai konsekuensi dari sifat dal1 cara
pendekatannya pada pelayarlar] hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk
menegakkan keadilan menurut hukum yang berlaku, kehendak malra
dilakukan atas lardasan semangat beias kas|han (chaitA).

Konsep bantuan hukum konstitusional ada]a}r bantuan hukum untuk
ral(yal miskin yang dilakukan dalanl kerangka usaia dan tujuan yarg lebih

Iuas, seperti (a) menyadarkaa hal<-hak masyarakat miskin sebagai subyek

hukum, (b) penegakan dan pengembangan niial-ni]ai hak asasi manusia

sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat bantuari hukum

a Banrbang Sunggono dan Aries Harianto Bantuan Hukun dan Hak Asasi Manusa, Mandat
N,4alu, Bandung, 2009 h.26
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konsiitusional lebih aktif, di mana bantuan hukum diberika! tidak saja secara

individual akan tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif,
Dalam perkembangannya Lembaga Bartuan Hukum - yayasar Lembila

Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) memperkenalkan suatu Konsep
Bantuan Hukum Struktural, menurut M Zaiduns yang dimatsud dengan

bantuan hukum stn-&tural adalah suatu jems bantuaa hukum yang

mengupayakal adanya perubahan pola hubungan hukum yang bersifat
keseLaraan yang tidak menindas atau eksploitatif (ada persamaan dan
kesamaan struktural) yang rrencerminkan adanya eE)dtitA befote the tau, dar.
kesamaan akses atas sumber daya ekonomi dan politik. Barttuan hukum
slrukLural adalah suatu konsep bafltuan hukum yang pada hakikatnya
didasarkan atas suatu paJadigma, visi dan orientasl yang mengarah pada

pemberdayaan rakyat, yarg mampu menciptakan suatu pola hubungan sosia.l

yang adil

B. Kajian terhadap As&s/ Prinsip yang Tetkait de[gan penJrusunan Norma

1. Asas Persamaan dl Hadapan Hukum (equq.llt! beJore the ld4
Teort eqltaLitA before the lau termasuk dalam Pasa.l 2Z ayat ll) UUD NRI

Tahun 1945 ya]rlg menyatal<an ba}Iu,'a Sctala waJga Negara bersamaal

kedudul(annya dida-lam hukum dan pemerintaian dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintaian itu dengan tida.k ada kecualinya. Ini merupakan

pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua wargaiegara dalam hukum
dan pcmcrinLahan. Teor-i dan konsep eqzality before the lau seperti yang

dianut oieh Pasal 27 ayat (1) UUD Nzu Tahun 1945 tersebut menjadi das6r

perlindungan ba$ warga Negara agar diperlakukar sama dihadapar hukum

dal pemerintahan. Hal ini dimaksud, baiwa semua orang diperlakukan sama

di depan hukum.

5 M.Zadun, Gerakan Bantuan Hukum Slrukluraldi /adones/a, P rogram .Pascasarja na Universitas
Airlangga, Surabaya 1996, h 41
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EEtalitg before the taw da].am arti sederhanarya bahwa semua orang s.una
dj depan hukum. persamaan dihadapan hukum atau eqtalitg before the tau
adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi
sala,h satu sendi doktrin Rule of L.tw yang j\tga rnenyebar pada negara_negara
berkembang seperti lndonesia. Kalau dapat disebutkan asas equa.lity before
the law ini merupakaa sala}l satu manifestasi daJi Negera hukum (rechtstaaf)
sehingga harus adanva perlakuarl sama bagi setiap orang di depan hukum
(gelijkheid uan ieder uoor de uet). Dengan dernikian, elemen yang melekat
mengandung makoa perlindungan sama di depal hukum lequat justice und.er
the law) dan mendapatkan keadilar )rang sama di depan hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya
sualu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tarpa ada suatu
pengecualia]]. Asas persamaan dihadapa]l hukurn itu bisa dijadikan sebagar
standar unluk mengaiirmasi kelompok-kelompok marjina_l atau kelompok
minoritas Namun disisi 1ain, karena kettmpangan sumberdaya (kekuasaan,
modal dan informasi) asas tersebut serrng dldominasi oleh peng-.rasa dan
pemodal sebagai tamenB untuk melindungi aset darl kekuasaatnya. Asas
equaliLy before the law bergerak dalam palung hukum yarrg bellaku umum
(Beneral) dan tunggal. Ketunggalan huk:l_rm'itu menjadi satu wijatr utuh di
antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi da.rl sosia.l. persamaaa

"hanya" di hadapan hukum sea-kan memberikan sinyal di dalamnya, bailva
secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persalnaalr.

Pe.bedaan periakuan "persamaan" antara di da]am wilayah hukum, wilayah

sosial dar wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas eE\alitg before the

lau) tergerus di tengal dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu cid pentng dalam konsep negara hukum The Rute of Law

ad,alah EquaLittt before tle Lau atau persamaan dalam hukum selain dari

supremasi hukrrm (Supremacy aJ Lau) dar\ ha.k asasi malusia lHuman Rightsl.

Persamaan kedirdukal dihadapaa hukum atau equ( itA before the law ad,alah

salah satu asas terpenting dalam hukum modern. As'as ini menjadi salah satu
14



sendi doktrin RuIe oJ Law yalg juga menyebar pada negara_negara

berkembang seperti Indonesia. prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa
komunikasi dan interaksi sosial yarg terdiri dai berbagai elemen komuniths
berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Balwa tatanani kehidupan dan komunikasi antar individu da]am suatu
komunrtas menllacu kepada aturan main yallg disepatati dan dipakaj sebagaj

acuan dan refeiensi para pihak dalam melakukar hubungan dan perbuataJr

hukum Atas dasar konsep tersebut, tidat< ada kesemena-menaan yang

dilatukalr baik oleh penegak hukum maupun oieh pencaJi keadilar, sehingga

melahirl<an masyarakat sipil (ciull sacietA) d,\ mana antar individu sebagai

ml<vat atau warga Negaia mempunyai kedudul<an yang sama dan sederajat di
depan hukum leElalitA before tlrc Lau).

2. Asas Kepastian Hukum

Ajaran cita hukum (ldee des Recht) menyebutkan adanya cita hukum yajrg

haJus ada secara proporsional, yartu kepastian hukum (rechtssicherkeii,

keadilan \gerechtigkeit) darl kemanfaatan laaeckmasigkeifl. Sekiranya

dikaitkan dengan teori penega-l^an hukum sebagaimana disampaikan oleh

Gustav Radbruch dalan idee des recht yaitu penegakan hukum memenuhi

ketiga asas tersebut. Dalam konteks naskah al(ademik ini maka peme ntah

selaku ,4r) Implementing AgencA llajlb berusaha mewujudkan keti8a cita

hukum lersebut di atas.

, 3. Asas Perlindungafl Hukum bagi Rakyat

' Perlidungan menurut Philipus M Hadjon6 dibedakan dua macam

perlndungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan

perlindungan hukum yang represif. Menurut OC Ka-ligis,? Perlindungan

6 Philpus l\/l Hadjon Pelindungan Hukun Bagi Rakyal di lnclonesia, gina llmu 19A7
'OC Ka igis, Pelindungan Hlkun Atas Hak Tersangka, tendakwa dan Teryidana, Alumni

Bandung.2006 h T7 
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hukum adalah mencerminkan kewajiban dar tanggung jawab yang diberikan
dan di.jamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan
memajukan hak asasi manusia berdasarkan undarrg_undang dal perafr.u.aa

hukum.

C. Kajian terhadap praldik penyelenggaraan, kondlsi yang ada, sefta
pelmasalahan yang dthadapi masFrakat,
Dalam aspek kemarusiaan, tujuan dari program bantuar hukum ini

adalah untuk meflrigankaa beban (biava) hukum yang hams ditanggung oleh

masyaral<at tidal mampu di depal Pengadilan dan diluar pengaoilan, Dengan
demikian, ketika masyaral<at golongan tidak mampu berhadapaa dengal
proses hukum di Pengadilaa, me.eka tetap rnemperoleh kesempatan untuk
memperola,h pFmbeiaan dan perlindungar hukum.

Dalam aspek kesaCaran hukum, dihaiapkan baiwa program bantuan
hukum ini akan memacu tingkat kesadar:an huLa-rm masyat akat ke jenjang
yarlg lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyaral<at terhadap
hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yarg mencerminkan hak dan

kewa;iba,rnya seca-ra hukum.

Iftiteria dalri sifat bantrran hlkrm -Vang diberikan oleh Mahkamai Agung RI

cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilal Umum terhadap masyarakat yang

berperkara {pida]]a dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut,

Dana bantuan hukum yang diberikaa oleh Mahkamah Agung zu cq. Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum, adalai terhadap gologan (kriteria)

masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadi.lan. Darra bantuair

hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang

membuLuhkannya, melalnkan diberikal dalam bentuk imbalan jasa kepada

Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang

bersangkutan.



Maslarakat tidak mampu yarg menghadapi perkara di pengadilan, da.lam
.angka kepentingan dan pembelaan hal(-ha_k hukumnya, dapat meminta
keLerangan (inlormasi) dari instansi-instansi setempat misalnya:

a Pcngadiian Negerl / Tinggij

b. f:ejaksarlaan Negeri / Tinggi;

c. l-embaga Bantuan Hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah
Agung Rl cq. Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum, masyafa_kat wajib
mempersiapka]1:

a. Surat Keterangar Tidak Mampu dal:i Kepala Desa/Lurall setempatj atau
b. Surat Pemyataan Tidak MaEpu dari pemohon dan dibenarkan oleh

Pengadilan Negeri setempat; atau

c. Surat Pern]'ataajr Tidal< Mampu darr pemohon dan dibenarkan oleh

Lembaga Bantuan Hul<um setempat.

Dalam proses peradilar pidaaa, baik yang menyangkut hukum materiat
dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum
pada tempal yang sebenamya. Untuk itu, ada ketentuan-keteotuan hukum
dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimar yang wajib

dipenuhi ketika seseorang harus didakta dan dihukum melalui pengadilan,

misalnl'a:

Pasal6 (1) rTidak seorang pun dapaL dihadapkan di depan pengadiian selain

daripada yang ditenLukan oleh undarg-unda-og

Pasal 6 (2)Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila

pengadilan, kaiena alat pembuktiao yang sah menulut undang-

undang, mendapat keyakinal bahwa seseorarg yang dianggap

dapat bertanggung jarvab, telah be.salah atas perbuatan yang

didakwakan atas dirinya.

Pasal 8 r Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersa.lal

sebelum ada putusan pengadilan yang mbnyatakan kesaiahannya
17



dan telal memperoleh kekuatan hukum tetap (presurqption of
innocense).

Pasal3T : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh barrtu.al:r

hukum.

Berdasarkan asas-asas hulcrrm tersebut di atas, dalam hubunga-nnya
dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (21 KUHP, maka progr.am Bartuan
Hukurn bagi Masyarakat Tidat mampu rnempunyai arti penting bagi
terselenggara dan terpelihal.anya prinsip_prinsip hukum dalam proses
peradilar1 pidala. Dalam proses peradilan perdata, baik yarrg menyangkut
hukun mate.il da-n formil, dikenal asas_asas yang bertujuan untuk
melindungi kepentingan hukum dari para pihak (penggugat dan tergugat) yang
berperkar-a di bengadilan. Adapun asas-asas hukum tersebut antara lain
adalah sebagai berikut:

1. Bahrva UU Nomor 4 Tahun 2OO4 tentaflg Kekuasaar Kehakiman
menganut asas peradilall berbiaya ringan dan asas persalnaan
perlal<uan terhadap pihak-pihak yarg berperkara, yaitu:

a. Pengadilan mengadili menu.ut hukum dengan tidat membeda_kan

orang (Pasal 5 ayar ll.
b. Pengadrla-o membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercaparnya peradilan

vang sederha,'ta, cepat, dan blaya dngan (pasal S ayat 2).

2. Bahwa Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) mengarut beberapa asas yarlg

menyangkut kepentingan keperdataan para pihak yang berperkara,

],a1tu:

a. Para pihak dalam perkara perdata (penggugat dan tergugat) dapat

memilih salah satu dari upaya penyelesaial sengketa perdata, yajtu

upaya yang dilatrukan melalui pengadilan atau upaya yang dilakukan

di luar pengadilan (melalui upaya perdama.ian).

b Dalam hal penyelesaial sengketa ditakukan ;1ela-lui pengadilan :

18



a. Para pihah belperkara dapat menghadap sendiri proses

persldangan atau memlnta bantuan hukum dari Advokat. (pasal

Il8 HIR / t42 RBC).

b. Ketua Pengadllan Negeri membe.i nasehat darr pertolongan kepada

orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentarg hal

memasukkan tuntutannya. (Pasal 119 HIR / 143 RBG).

c. Jlka orang yang menggugat tidak pandai menulis, ma_ka

tuntuta-onya boleh dilakukar dengaa lisan kepada Ketua

Pengadilar Negeri. Ketua itu mencatat tuntutan tersebut atau

men)'urUh mencatatnya. (Pasal 120 HIR / 144 RBG).

d. Sebelum memeriksa perkara dalam sidang pertama, Ketua Majelis

Sidarg atau Hakim yarg menyidangkan diwajibkal untuk
menBusahalian tercapainya suatu perdamaian dialtara mereka

yang berperkara. (Pasal 130 HIR / 154 RBG).

e. Dalam hal penggugat atau tergugat tida_k mampu melanggung

biaya perkara, mereka dapat memperoleh izin untuk berperkara

dengar cuma-cuma. (Pasal 237 HIR / 273 RBc).

Berdasarkan asas-asas hukum perdata tersebut di atas, khu5usnya asas

yang Lermuat dalarn Pasal 237 HIR 1273 RBG, maka Program Bantuan

Hukum Bagi Masyaral<at Tidal{ mampu mempunyai a:-ti penting bagi

terselenggaia dan terpeliharanya pinsip-pdnsip hukum dalam proses

peradilan perdata.

D. Kajian terhadap Implikast Penetapan Sistem Baru yang Al<aa Diatur

dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehldupan Masyarakat dan

Dampaknya,Terhadap Aspek Beban Keuangalr Negara.

Implikasi ddngan adanya pengaturan hak atas bantuan hukum maka

secara laigsung akan berkaitan dengaa pengalokasian anggaran pada

Anggaran Pendapatan da]1 Belanja Daerah (APBD)'Kota Sulabaya sebagai
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pelal<sanaan lebih lanjut da.i ketentlran pasal 19 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 Tentang Bantuar Hukum yang menjelaskal pada ayat (1) bahwa

Daerah dapat ]mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan HukJm

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Kota Surabaya

harus menggalokasikarl dana bartuan hukum bagi masyaJa_kat miskin ke

dalam APBD Kota Surabaya-
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BAB III
EVAIUASI DAN ANAIISIS PERATURAN PERUNDANG I'NDANGAN TERTAIT

Bcrbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks
penlusunan Raperda mi adalah meliputi hal-ha1 sebagai berikut :

3.1 Undang-Undalg Dasar l{egara Republih lndonesla Tahua 1946
Dasar konstitusional kewenangan pemerinta}l daerah dalam melaksanakan

ketentuan dan pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum
untuk masyaralat mlskin adaldlt:

P(Isol 78 agat (6)

(6) Pemenntah daerah berhak menetapkan peraturan daerah d.ctn peraturan_

perafuran IcLiL unhtk melaksdnakan otonomi dan tugds pemba ituan.
Sedangkan dasar konstitusional dar.i substansi yang diatur oleh peraturan
daerah kota surabaya ini yaitu mengena_i bantuan hukum untuk masyaiakat
miskin adalah :

Pdsdl28 D

(1) Settap o.rang berhak atas pengaktan, jaminan, pertindungo.n, d.an

kepastia4t h kum Aang adil setla perlaktan Aang sam(l dihadapan
hukum,

Dalam ketentuan pasat 28 D ayat (1) tersebut rnenjamin bahwa setiap orang
Lcrmasuk orang yang tldak mampu, mempuDyai ha-I( untuk mendapatkan

akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuar, jaminar,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakua:r yang sama

dihadapaa hukum dapat diimjudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami

secara konstitusional, baiwa orang miskin dapat memperoleh jaminan

terhadap hal< pengakuan, jaminan, perliodungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapa.n hukLtm, tetapi mereka orang yang

hdak flampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui

lembagalembaga pengadilan Negara (litigasl) maupun proses non litigasi.

Pdsdl 2 8F
21
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Setiap orang bethak untuk berkomunik@si dan memperoleh informasi untuk
me ngembangkan pnbadi dan lingkugan sosidlt-Lya) serta berhak untuk
mencai, memperoleh, memiliki, menAimpan) mengolal\ d.an metgampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran gang tersed.ia

Seseorang yalg memerlukan bantuan hukum pada halikatnya adalah ingin
memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh pasal 28 F UUD 1945.

Disampng itu adalal menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi
yang dipaldangnya tepat dan terpercaya.

Pasal 28 C

(1) Setiap orang bethdk atas perlindungafl dii pibadi, keluarga, keltormatan,

mdrtabol, daft hdrta bendd gang dibautah kekta.saanftAq, serta berhak
atas rasa amdn dan perlindungan dai ancaman ketakttan undtk berbuat

sesuatu Adng menryakan hak asasi

(2) Setiap otung berltak unhlk bebas dai pengiksaan dtdu pe dlanan Aang
merendahkan derajqt martabat manusia dqn berhak rnemperoleh slaka
politik dai Negaft1 lain.

KeLentuan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga Negara khususnya
yang tidak mampu, dan mengalami masalah hukum, berhal< untuk mendapat

banLuan hukum seca.a cuma-cuma, sekaligus sebagai implementa:i dari hak

bebas untuk mendapat perlinCungan did pdbadi, keluar.ga, kehormatan,

martabat, dan harta benda ya-ng dibawah kekuasaalnya, serta berhal< atas

.asa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk beibuat sesuatu

yang merupakan hal< asast.

Pasal 28H

(2) Sehap oraftg berhak mendqpat kemuCahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempcrtan dan m@nfaat A@49 sama guna mencapal

per samaan d an ke adilan.

Ketefltuan pasal 28 H ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa setiaP warga

negara khususnya r,{arga oegara tidak mampu untuk mendapat al<ses

terhadap keadilan dengan cara mendapaL bantua; hukum dari PBH agar

22
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ha-knya untuk mendapat kemudahan dan perlaluan kht,sus untuk
memperoleh kesempatan dar manfaat yang sama guna mencapai persalnaan
dan keadilall, benar-benar dapat dijamin dan temujud.
Pasal 28I

(1) Hdk untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ho.k untuk kemerdekaan
piktan d.at hati nurani, hnk beragama, tak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diqlati sebdgai pibadi dihaddpan huki.)m, don hak untuk tidak
dituntut atas do.so,r ltukum gang berldklt surut ad.alo.h hak asasi manusia

Aang tidak dq.pqt dikurangi dqlam keadaan apopun.

(2) Setiap orang bebas ddi perlakltan !@ng bersifat di-skiminatif atas dasat
apdpun d )n berltak meftdapdtkcln perlindutgan terhad.qp perlqh)qn Aqng
b e r s i fal d $ ki min o t iJ itu.

(4) Petlindungan, pemajuqn, peflegdkan, dan pemenuhan hak q.so.si manusia

addlah t@ngg)ng jdadb negata, terutama pemeintah.

(5) Untuk meneg@kkan ddn melindungi hak asasi mdnusia sesuai denqan

pinsip negara hukum gang detuokratis. maka pelaksanaan hak asasl

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam perafitan perundang-

undaagan.

KetenLuan pasal 28 I ayat (1), (2), (a), dan (5) tersebut meneguhkan jaminan

hak-hak seliap orang khusunya yang tidak maEpu dalam mendapau<an akses

Lerhadap keadilan melalui kehadiran Peraturan Daerah tentang Bantuan

Hukum. Pasal 28 I ayat (ll, l2), (4), dan (51, sebagai pintu utama bagi

penegakan jaminan haft-hat setiap orang yang tidak mampu untuk

mendapatkan al<ses keadllan melalui pembe an Bantuan Hukum di daerah

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acata Pldana

Pasal 54

Guna kepefltingan pembeLaan, tersangka dtau terdakua berhak menddpat

bantuan hulcL:m dai seorang atau lebih penasehat ht-tlatm seldmq. dalam waktu
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dan pada setiap tiflgkat pemeikaan, menurut tatq carq Aang ditentukan d.alqm
Wini.

Mendapatkan baltuan hukum adatah hak (asasi) dari tersangka dtau
terdakwa. Penyebutar penasehat hukum (tidak dapat secaJa serta merta
dimaksudkan sebagai advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuar
UU no 18 taiun 2OO3) sebagai pihal< yarlg memberikan bantuan hukum dalam
pasal tersebut

, 
3.3 Undang-Undang l{omot 1g Tahun 2OO3 tentang Advokat
Pasal 22 Ayat

(1) Aduokat ttajib membeikan bantuan hukum secara cum+cuma kepada
per,can keo.dilan Aang tidak mampu.

(2) Ketentuan mengenai persVarat.Ln ddn tdta cqrd pembeian bantuan
hukum secara cumq cumq sebagaimaftcl d.imtTksud. pdda agat (i), diatur
lebih lanIut dengdn peraturan pemeilttall

Advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakul<an pemberian bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilal yang tidak mampu. Tetapi
kewajiban tersebut tidal( jelas dar tidak focus khusus kaJena tugas pemberian
bartuan hukum secaJa cuma-cuma halva menjadi sa.lah satx tugas
'tambahaa dan sampingan' dari Advokat. Sebab disamping tidal< ada
pengalurar sankstnya secara tegas (melalaika-n kewajibar memberikan
bantuan hukum cuma-cumal hanya drpaldarlg sebagai masa.lah etis).

Pasal 23

(1)Aduokat asttug uajib membeikan jasa hukttm secara qtma-catma untuk
suatu wqkll tertenhl kepada dunia pendidikat dafl penelitian latkum.

(2) Iktentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjo.katT aduokat

asing serta keuaib@tl membeikan jasa hukum secarq cuma-d1ma

kepada dunia pendidikan dan penelitian hul< m diatur lebih tanjut

de ng @n Ke putu s an Mefltei -
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Paradigma bantuan hukum cuma-cuma seakan dianggap tida.k penting da!
tida.k perlu menjadi kewajiban dan urusan Advokat secara professional.
Bagaimana bisll dijelaskan secara akademik, sosiologis dan fitosofrs, tiba-_tjba
Advokat asing; hanya boleh memberil(an jasa hukum secara cuma-cuma
kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Sementara pengertial jasa
hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 argka 2 UU no 18 talun 2OO3 adalah
jasa yang diberikan Advokat berupa membenkai konsultasi hul<um, bantuan
hukum, menjalaakan krasa, mewatili, mendampingi, membela, dan
melakukao tindatan hukum larn untuk kepentingan hukum k1ien. Dari
ketentuan yatg mara dalam UU 1g taiun 2003 bahwa dunia pendidikan dait
penelitian hukum diartikan sebagai Klien Advokat Asing dan oleh karenanya
Advokat asing dapat memberikan jasa hukumnya.

3,4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO4 tentang Kekuasaan
Kehakirian

Pasal 37

Setiap ordng Aang tersangktt perkara berhak memperoleh bantuan h lc'-Lm.

Pa8al 38

Do.lam perkdra pidana seoro.ng ters(lngka sejak so,o:t dilalatkan penangkapan

dan/ atau penaLanan berhctk menghubungi dan meminta bantuTn ad.uokctt.

Pasal 39

DaLam membei bantuan lrukum sebagaimana dimaks)d. datam po'so] 37,

aduak@t uajib membaittu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi

hukum dan keadilarL.

Bantuan Hukum adalah satu hak yarg menladi kewajiban pihat lainnya

unLuk membe kannya. Da-n posisi Negaia seharusnya menjadi saagdt penting

dan urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam jaminar hak warga

Negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yarlg dijamin

konstitusi.
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I 3.5 Undang-Undang Nomot 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasl Manusla
j Pasal 18

[4) Setiap orang yatg dlpeiksa berhak mend.apatkan bantuan hukui iejak
sadt penyidikqn sampai adanya putusan pengad.ilan gaftg telqh
memperoleh kekuatan hukum tetap.

setiap orang yang dipedksa berhak meodapa..kan bantuan hukuni, sehingga
semalin memperkuat alasan ,.uridis perlunya perda tentang Bantuai Hukum
untuk masyarakat miskin, yang mengatur mengenai batasan barltua,.l hukum,
substansi bantuan hukum, prosedur bantuan, wewenang pemberian bantuan
hukum, dan lainlain. Karena disamping rtu, mendapatka! bantuan bagi
setrap orang yang mengalami masalah hukr.lfr adalah menjadi Hak Asasi yang
paling dasar dalan rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

3.5 Urdalrg-Undang Noraor 12 TahuE 2OOS tentaug pengesahen

Internasloaal Covenant On Civil A,ld polltical Rights {Kovenan
Interuasloral Tentang Hak-hak Stpil dan pollttk).

Unda-ngiUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan

Intemasional Covenant On Civil And political Rights (Kovenan Intemasional
Tentarg Hak-ha.h Sipil darl politik). ( Leriba..an Negara Nomor 119 Tahun
2005, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4558). Dalam Undang_undang

salai satu pasalnya yaitu Pasal 14 ayat (3) hlrJf d menyebutkanl

"Dalam menentukan tindak pidara yang dituduhkan padanya, setiap

orang berha]< atas jaminan-jamina-n mjnimal berikut ini, dalam

persamaan yarg penuh:...untuk membela diri secara largsung atau

melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentarg

ha.I< ini bila ia tidal< mempunyat pembela; dan untuk mendapatkan

bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika

ra tidak memilik] dana yang cukup untuk membayarnya'.
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3.7 Undang-Urdang Nomor 3 Tahur 1997 Tentang pengadllan Anak.
Dalam Undang-Undarg Nomor 3 Taiun 1997 Tentang pengadilan Anak

disebulkan baiwa hak tersangka anak nakal untuk mendapatkan bantuan
hukum diatur dalam pasal 51 ayat (1), (2), (3) dalam Undatg-undarg ini,
Pasai 51

Ayal 1:

Setiap anak nakal seja.k saat ditargkap atau dita}tarr berhak mendapatkan
banluan hukum dari seorang atau lebih per,asehat hukum selama dalam
walLu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang

ditentukan dalam undang- undang ini.

Ayat 2 |

Pejabat yarg melakukan penangkapaa atau penahanar wajib
membe talukan kepada tersangka dan orang tua,wa.li, atau orang tua
asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud

dalam ayat {1).

Ayat 3 |

Setiap anal( na-kal yang ditangkap atau ditahar berha.k berhubungan

langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh

pejabat yang berwenarg.

3.8 Undang-Uodang Nomor 23 Tahun 2OO2 Tentarg PertinduDgan Anak .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Lembaral Negara Nomor 109 Tahun 2oo2,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4235). Da-la-In undang-undang ini tersangka atau anak nalal berhak

mendapatkal bantuan hukum. Pengaturan hal< bantuarr hukum terdapat

dalam 2 (dua) pasal dalam undang-undang ini ya.itu pasal 17 ayat t huruf b

dan pasal 18.

Pasal 17 ayat t hurul b menyebutkan:

Setiap ana.k yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
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a.mendapatl<an perlakqan secara marrusiawj dar penempatal]nya
dipisahkat dari orang dewasa;

b.memperoleh bantuan hukum atau baniuan lainnya
setiap ta}lapa! upaya hukum yang bertaku;

Pasal 18 menyebutkar:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnva.

3.9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Baltuen Hukum
Disebutkan dqJam uncrang-uldang ini berkaitar penga.lokasian anggaJan pada
APBD yaitu:

Pasal 19

(l)Dae.ah dapat mengalokasikaa anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

{2)Ketentuan lebih tanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Daeral

3.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 TahltI. 2O!z
Tentang Syatat Dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum Dan
Penyaluran Dana Bantuafl Hukum

Pasal lg

(1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran penyelenggaraan Bartuan Hukum
dalam APBD.

(2)Daerah melaporkal penyelenggaraar Bantuan Hulum yang sumber
pendanaannya berasa.l dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam

Negeri.

(3) Ketefltuar lebih lanjut mengeoai pengalokasian Anggaran penyelenggaraal

Bantuan Hukum sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturar Daerah.

secara efeldif da.lam
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BAB IV

LANDASAI{ FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A, Landasan Fllosofis

Pemberian bantual hukum tidak semata-mata didasarkan padd charitA

(belas kasihar) terhadap masyaral<at yang tidak mampu tapi sering harus
diltubungkar dengan hat-hak politik warga negara. Dalam perkembaagaaya

hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita

negara kesejalteraan lweAare state).8 Pemerintah mempunya.i kewajibai

untuk membeikan kesejaiteraar. kepada rakyatnya. Bantual hukum
dimalsudkan sebagai salah satu prcgram peningkatan keseja_htera..u rakyat

terutama dibidang sosial dan hukum.e Bantuan hukum jelas mempunyai

hubungari dengan hal( asasi manusia kar:ena pemenuhan HAM adalal sa.lah

satu mandat dari konstitusl. Pemenuha,l hak atas bantuan hukum secara

jelas di amanahkan dalam UUD 1945, sehingga memberi suatu pesan

(konstitusi) bahwa bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara adalah

sebuah keniscayaan.

Bahwa secara filosofis berdasarkan padal konstitusi baiwa setiap orang

te.masuk orang yang tidak mampu, mempunyai ha-k untut mendaparkat

akses terhadap keadilaa agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminar,

perlindungan, dan kepastian hukum yallg adil serta perlakuan yang sama di
'hadapan hu\.m dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara

konstitusional,l bahwa orang miskin dapat memperoleh jamioal terhadap ha]<

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil seda

perlaloan yang sama di hadapar hukum, tetapi mereka orarg tidal mampu

3 Adnan Buyung Nasulion Op Cl, h 4

'gBnziad Kadafi, dkk Advokat lnclonesia Mencai Legilinasit Studi. Tehleng Tdngguhg Jdwab
PrcfesiHukun di lndonesla, Pusat St!di Hukum dan Kebijakan lndonesia, 2001, h.158
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dar tidak pu]a diberi al<ses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga
pengadilan negara {litigasi) maupuo proses non litigasi.

Dalam konsteks demikian sangat diperlulan kehadiran pemberi baritLarr
hukum, yarlg memang sejak awal didesain untuk melakukan pekerjaar
hukum untuk orang yang tidak mampu. Agar orarlg yarg tidal maDpu dapat
dijamin hak-haknya, dan mengakses keadilan dengan mendapatkan bantuar
hLkum dari pemberi bantuan hukum secaia cuma-cuma, Kehadiran pemberi
bantuan hukum adalah implemenlasi kewajiban negara untuk membantu
negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidal mampu.
Negara, bagi terciptbnya kesejahteraan kehidupal masyarakatnya khususnya
da-lam jaminaa hak-ha& pengakuan, dan jaminan hukum, sudai seyoryanya

apabila visi dan misi yang diusung oleh pemberi bantuan hukum da.lam

melakukan tugas bantuan hukum cuma-cuma kepada oratg yang tidak
mampu, berbeda dengan pemberran baltuan hukum sebagaimara yang
dilakukaa oleh pihak lain, yakni advokat sebagaima_na ditentukan dalan
UDdang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adyokat, pemberi bartuan
hUkum sejak awal mempunyai komitmen memberikan bartuan hukum
kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma, tetapi advokat sejak awal
didesain untuk menjadi orang yang berprolesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupuD di luar pengad an, berupa memberikan konsultasi hukum,
bartuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, secara
profesional dengan mendapatkan honotaiium dar.i klien, di sanping memang

advokat juga mempunyai kewajibaa mernberikan bantuan huku:r secara

cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidali mampu.

Juga penting dilihat pemberi bantuan hukum dalam melal:ukan tugas

bantuan hukum, mendapat pembiayaan dan perlakukan yang aCil dan layal<

dalam hubungan kerja yang terbentuk antaia pernberi bantuan hukum

dengan orarg yang tidah marnpu yarg mendapatka.n bantua-n hukum, OIeh

karenanya, adalah menjadi kewajiban negana termhsuk didalamnya adalah
30
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pemerintah daerah untuk menyediatan alggaran bagi kepentingarr pemberian

bantua! hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. Sebab sangat

tidak mun8kin, aktivitas pemberj bantuan hukum dalam melakuka.n tuEas

bantuan hukum berjalan dengan beik dan optima.l, jika tidak mer,dapatkan

dukungal khususnya anggaran dari negara.'Ianpa menghilangkan semargat

pemberiar bantuan hukum oleh pemberi bantuar hukum kepada orang

miskin secara cuma-cuma (prodeo). ma-ksud pemberian imbalan dan

perlakuar yang adil dan layak bagt ,oemberi bartuan hukum harus diartikan
sebagai satu kesatuan yarg tidak dapat dipisahkaa dalan konteks perlakuaa

adil dan layak karena telah melakukan pekerjaan bantuan hukum sebagai

pemberi bartuan hukum.

UUD 1945 terutama ketentuan dalam pasal 28H ayat (2) tersebut semakin

riremperkuat teiaminnya setiap warga negara khususnya waJga negara tidak

mampu, mengakses keadilar dengan cara mendapatkan bantuan hukum dari

pemberl bantut hukum agar hal<nya untuk mendapatkan kemuda.han dari

perlakukan kh,rsus untuk memperoleh kesempatar dar marfaat ya.rlg sama

guna mencapai persamaer.n dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan

Lerw,ujud. Meskipun kehadiran organisasi bantuan hukum bukanlah menjadi

satu-saLunya piha* ya:rlg paling bedanggurB jawab dalam melakukan tugas

bantuan hukum khusus bagi orang yang tidal< mampu seca:ra cuma-cuma.

Tetapi mengingat visi dajr misi yarlg diusung oleh pemberi bantuan hukum

sejak awal adalah dalam jalur "pengabdian' dart kerja sukarcla (uolunteef,

maka sangat bisa dlpertan8gunEjawabkan apabila kemudian. kehadirar

pemberi bantuai hukum perlu diatur dalam Peraturan Daerah bahkan perlu

juga diatu. da.lam tingkat nasronal da.lam Undang-Undarg tersendiri tentang

Bantuan Hukum, tanpa harus ditaJsrr ba.hwa kehadirannya sudah cukup

terwakili dengan hadirnya advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Taiun

2003.
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Landasan lni berisi nilai-nilai, molalitas dan paradigma kr:arah mana
peraturan daerah hendal< dibuat. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum
yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah tidak bertentangan denilan cita-_iita
yang ada di dalam Pembukaan dan UUD 1945. Filsafat atau pandangan hidup
sesuatu bargsa tiada iajn berisi nilai-nilai moral atau etika dari ba:rgsa
tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai_nilai yang ba.ik dan yartg

tidak baik. Nilai yang baik adalalr pandangan dan cita-cita yang dijunjung
tinggi, Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnve
yang dianggap baik

Tujuan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat telah di
tuangkan dalam pembukaan pembukaan UUD 1945 dimana di sebutkan
baiwa untuk membentuk suatu pemerinta-h Negara Indonesia yang
melindungi segenap baogsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dall untuk memajukai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiba,n dunia yang berdasaikgn
kemerdekaan, perdamaial yalg abadi dai keadilan sosial,

Arah laldasaa filosolis untuk perda tentang bantuan hukum bagi
masyarakat miskin adalah memberikan kesempatan secara maksimiil kepada

masyaiakaL yang memiliki keterbatasan ' secara finarsial untuk tetap
mendapatkar bantuan hulrum yang optimal dan baik, perda harus dapat
memberikan jaminar kepastian bahsra hak untuk memperoleh bantuan
hukum rtu harus benar-benar dilatsanakan oleh pihak-pihak yang terkait
(kompeten) dengan tetap memperhatikal prinsip-prinsip meodasar dalam hak
asasi manusia yaitul

non diskriminatif;

kesetaiaan;

pengakua;

jaminan;

e, perlindungan;

L kepashan hukum yang adll;
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g. perla.kuar yang sama dihadapan hukum.

Jaminan yang demikiar perlu diciptal<an oleh sebuah pemeriatahan ya:rg

berada di dalam sebuai negara hukum ya-ng demokratis serta melaksanakan

fungsi pemerintahan yarg good governaJrce. Good Gouernance untuk menuju

pemerintahan yang memperhatikan hak persamaan serta ha-l< kebebasan

harus dapat hi*r.luatan pada level pemedntahan daerah. Sinergisitas artara

Pengambll (ebijakan Sektor Publik (Kepala Daerah dan DPRD), pelaku

ekonomi lokal, dar kelompok civil society (NGO, Perguruan Tinggi, dan tokoh

masyaral<at) harud dijamin dalam kerangka hukum yang tegas. Pemerintafralr

Daerah merupakan pemerintalan yang dekat dengan masyaral<at, sebab itu

sa(gat strategis untuk mewujudkao pemedntahan yang demokratis sehingga

r,lampu membangun good governance dalam rangka membangun

pemerintahan yang bersih dar sarat akaj1 partlsipasi publik

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahur

1945 menyatakan bahwa "Negara lndonesia adalai negara hukum". Salah

satu ciri khas negara hukum adalah kedudukal yang sarna di hadapan

hukum dar perlindungan hukum .vanE sa;r,a \equalita beJore the law and equal

protection of laul bagi semua u.aJga negara atau ada yang menyebut sebagai

kedudukan yang sama dihadapar hukum dan penerapan hukum yalg bebas

dari status sosid lequalitg beforc the la1t, general application of the lqw

independeflt from the socidl status of those concemedl. Perw'ujudan dari prinsip

kedudukan yarlg sama di hadapar hukum dan perlindungan hukum yang

sama bagi semua warga negara adalall bahwa setiap warga negaJa yang

sedang berhadapan dengal perkara hukum harus diberikan ha1< yalg sama

untuk memperoleh kemudahan akses untuk menyelesaikar! perkaranya dan

ha.k untuk didampingi oleh Advokat guna rneDyelesaikan perkara hukumnya

tersebut baik melalui jalur liti8asi maupun non litigasi Bagi masyaralat

miskin yarig tidak mampu membayar jasa Advokat untuk mendamPinginya

dalam menyelesaikan perkaia hukum yang dihadapinya berhak untuk
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mendapatkan bantual hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh negara.

Hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur
dalam undang-undang sektoral, misalnya Undarg-Undang Nomor g Tdrun
1981 Lentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana, pasal 56 ayat (1)

menvatakan "'Da]am ha1 te.sangka atau terdakwa disargka atau didakwa
meiakukan tindal< pidana yang diancam dengan pidana mati atau arcaman
pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak ma.mpu yalg
diancam dengan pidaia lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasihat hukum sendiri, pejabat yang bel.sangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalart proses peradilan wajib menunjuk penasihat hni!,um bagi

mereka.' Pasal 56 ayat (2) menyatal<an *Setiap penasihat hukum yang

ditunjuk untuk bertindal< sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan

bantuannya dengaa cuma-cuma." Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan bahwa hak untuk mendapatkar

bantuan hukum adalai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatu.
dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan 'Setiap orang yang diperiksa berhak

mendapalkan bantuan hukum sejak saat penyidikal sampai adanya putusan

pengadilan yang telal memperoleh kelcJatan hukum tetap'.

Baru pada Tahun 2011 ditetapkan undahg-undang yang khusus mengatur

mengenai bantuan hukum untuk masyaralat miskin yaitu Undarg-Undalg

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mulai berlaku sejak

diundangkan l)ada tanggal 2 Nopember 2011. Pasal I angka 2 Undang-Undang

Nomor 16 Talun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin'. Tepat

satu lahun kemudian yaitu tanggai 2 Nopember 2012, Pemerintah Provinsi

Java Timur telah mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomo. 9 Tahun 2072 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

daiafi rangka menjafiin terlaksananya hak bantuan hukum bagi masyarakat

miskin di Jawa Timur sekaliBus menjadi dasai hukum bagi Peme.intah
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Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi

masyarakat miskin tersebut.

Pada talun 2013 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dai Penyaluran

Dana Banluan Hukum sebagai ketentuar pela.ksanaal Pasal 15 ayat (5) dan

Pasal 18 Undal1g-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

sehingga menjadi dasar pembahan terhadap Peratulan Daerah Proyinsi Jawa

Timur Nomor 9 Taiun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

lvliskin untuk memenuhi berlakunya asas hukum yang menyatakan

"peraturan perundamg-undangan yang kedudukannya lebih rendah tida.k boleh

bertenlangar dengan peraturan perundarlg-undallgaIr yalg lebih tinggi

ked udukannya" .

Perubahan penting atas Pe.aturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor g

Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara laini

1 lebih memperjelas siapa yarg dapat menjadi pemberi bantuan hukum

litrgasi maupun non litigasi untuk masyarakat miskin serta rualg lingkup dan

Lata cara pemberian bantuan hukumnva; 2. penambahan hak bagi penerima

banLuan hukum, yaitu hal( mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan

Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode-Ebk Advokat dal mencabut surat

kuasanya setelah mendapatkan persetujuan pemberi bantuan hukum; 3.

Pasal 11 sampar dengan Pasal 24 diubai menjadi Pasal 10 sampai dengan

Pasal 23, karena dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9

Taiun 2012 Lentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat fraiskin tidak

terdapat Pasa.l 10; 4. dibe kannya hak bagi Advokat untuk mengundurkan

diri dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalara ha.l terjadi

ketidaksesuaial atau pemahaman dengal penerima baltuan hukum; darl

pemberi bantuan hukum wajib mencari Advokat pengganti jika ia

mengundurkan din; 5. penambahan ketenruan mengenai dokumen lain selain

kartu keluarga atau surat keterangan miskin dari Lurai atau Kepa.la Desa

sebagai syarat permohonan bafltuan hukum untuk calon penedma bantuan
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hukum; 6. menghapuskan mekanlsme hibah untuk penyaluran data barituan
hukum dari Gubernur kepada pemberi bantuan hukum. Oleh kal.ena itu maka
di tatalan Kota Surabaya juga harus terjadi penyesuaian peraturan dehgan
men\'nsun Raperda Bantuan Hukum untuk Masyara.kat Milkin sehingga
diharapkan dengai adanya Perda Kota Srirabaya tent€ng Bantuar Hukum
untuk Masyarakat Miskin tersebut menjaCi palung hukum bagi masyaJakat
Kota Surabaya dan Peraturan yang lebih implementatif atas peraturan-
peraturan berkaitan dengan bantuan hukum ya-ng secal.a strukh-rral berada di
atasnya-

B. Landasan Sosiolog:s

Sebuah p9raturan pada hakekatnya ada.lah akumulasi serta perpaduan

dari kehendal<-kehendal< pemerintah dan kehendak rakyat. Kehendak rakyat
adalah suatrJ ha] yang harus diperhatikan oleh pemerhtah, karena fuagsi
pengaturan itu pada akhrrnya juga diperuntukkan bagi rakyat. Oleh karena
itu, Peraturan Daerah hams memperhatrkan serta mengakomodasikan fakta-

fakta (baik fal<ta hukum maupun non hukuml yang ada di dalam masyarakat,

Dengan diakomodasikainya kehendak rakyat tersebut diharapkan masyarakat

nantinya akan mematuhi segala sesu-atu yang telai sesuai dengar
kehendaknya. Menurut Jeremy Bentham, ....... thE lE,ppiness of the

indinduals, oJ uhom communitA 6 composed that is their pleasures and. their

sec".titlJ, is the end and the sole end uhich the legislotor ought to haue in vieu.t

(Hilalre Mc Coubrey, Textbook on jurisprudence, p.29)

Pcmerintah juga mempunyai kehenda.k. Kehendat Pemerintal adatal

memadukan kehendal<-kehendak ralaf'at yang jumlahnya sargat ban_\.,ak tadi

menjadl suatu kehendak bersama. Tujuannya adalah agar terjadi suatu

keseimbanga-n supaya tidak ada tirani mayoritas apalagi tirani minoritas

dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam sebuah negara hukum yang

demokratis, kewajiban utama pemerintah pada halekatnya ada dua, yaitu
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menciptakan kesejaiteraan masyaJakat dan membartu melindungi
mas]-arakat lema}I dari tekanan si kuat.

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelaya.lran yang sergat
dibutuhkar oleh para pencari keadilan di Indonesia. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Surabaya pada tahun 2014 terdapat jumlah penduduk
miskin di Surabaya adalah 164.360 ribu jiwa Sementara kalau jumlah
advokat di Indonesia diperkirakaa sekltar 3OOO orang, bandingkan dengar
jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 22O juta jiwa sehingga rasio
penduduk berbanding advokat adaiah 1 : 7.333. Akibat dari rasio yang sangat
timpang itu maka.sangat banyak pencari keadilan yallg tidak mendapat
pelayanan pendampingan hukum yang semestinya adalah hal<nya.

TEbel 1:

Angka Xemiskinan dan Garis Kemlskiran Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Tabel2l

Pengguna laFnaa bantuar Hukum dl LBH Surabaya

Sumber: Laporar Hukum

Lembaga Bantuan

Dan Ham Catatan Akhir Ta.hun 2015

Hukum (LBH) Surabaya

31

Kemiskinan 2011 2012 2013 2014
Angka kemiskinaa l%) 6,58 6,23 5,97 5,79

Gars Kemiskina.n {Rp) 310,074 339.208 372.511 393.151

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 183,3 175,1 16a,7 164,36

TAHUN JUIViLAH
2006 57
2007 480
2008 258
2009 379
20lo 418
2011, 377
2012
2013 318
2014
20 t5 388

t
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E

E

r
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4.

Jumlai kasus yang memerlukan barltual hukum di Surabaya terus
meningkat tiap tahr.ln, sebagaimana data kasus yang ditangani oleh LBH
Surabaya yang memberikar bartuan hukum untuk masyarakat miskln di
Jawa Timur taiun 2015 sejumlal 38g dan jumlai kasus ini lebih banyal< dari
tahun 2014 y4:u 33510 Sebagai contoh pengguna jasa bantuan hukum yarlg
meminta bantuan ke LBH Surabaya-Jawa Timur dilihat dari segi pendapatan,
mereka yang menggunaLan jasa bantuan hukum ke LBH termasuk yang
memiliki pendapatan rendah untuk dapat menggunal<an jasa pengacara
profesional karena pendapatan total mereka tiap bulan tidak lebih dari Rp.
2.7\O-AAA. Sementara jumlal lembaga yang konsentrasi memberikan bantuan
hukum pada masyarakat miskin jumlahnya terbatas. Hanya ada beberapa
LBH anta.a larn LBH dan LBH Kampus, itupun ditambah keterbatasan LBH
kampus untuk beracara diruang persidangan. populasi penduduk miskin di
Surabaya tulut mempengaruhi akses masyarakat miskin untut mendapat
bantuan hukum dari para pengacara atau pekerJa bantuan hukum. Untuk
mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu mal<a lembaga
banLuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH kampus perlu diberdayal<an

Di sisi lain banyak pula pemberi bantuan hukum yang
mengaLasnamakan dan menyebut diri sebagar lembaga bantuan hukum
[amun berpraktik dan melakukan perbuatan pelayanan hukum dengan
menalik bayaran, Ini jelas penyimpangan dari apa sesungguhnya diharapkal
dalam banluan hukum tersebut

Penedma bantuan hukum umumnya adalah fakir miskin da].r buta
hukum daIl harus drjaga dari kemungkinar dipera_lat oleh pihak-piha_k yang

lebih kuat, termasuk oleh penyedia jasa balltuan hukum itu sendiri. Oleh

karena itu, pemberi bantuan hukum haJuslah memiliki integdtas dan

r0 
Laporan Kasus LBH Surabaya-Jawa TimL.rr Tahun 20tO
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memenuhi persyaratan yaig ditentukan dalam Rancanga-n peraturan Daerah

ini.

Gambarai tersebut di atas memberikar penegasal bahwa pemberia:r

bantuan hukum bagi warga negara yang miskin ada_lah hak konstitusional

dalam memperoleh akses keadilan yang merupakan hak asasi manusia yalg
diperoleh dari Tuhan Yar1g Maha Esa dan melekat pada setiap o.ang serta

tidak dapat dfiapus dengan alasan dan dasar apa pun. Secara sosiologis,

dalam kemasan agenda dan ctta-cita reformasi, pemberian bant.lan hukum
bagi warga negara yang tidal{ mampu adalal kebutuhan pokok untuk
mewujudkan cita:cita proklamasi kemerdekaan bangsa In.lonesia yaloi
keadilan bagi seiuruh ral<yat lndonesia.

C, Landasan Yurldls

Selama ini, pemberiar Bantuan Hukum yarg dilakukan belum banyak

menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan

unLuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka

untuk mewujudkan hal<-hak konstituslonal mereka. Pengaturan mengenai

pemberiaa Bantuan llukum dalam Undang-Undalg ini merupaka-n jaminan

terhadap ha\-hak konstitusional orang atatl kelompok orarg miskin.

Program pemberia.rr bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah

berlangsung Sejak tahun 1980 hingga sekarang Dalam kurun walitu tersebut,

banlak hai yang menunjukkan bahwa pembedan bantuan hukum bagi

masyarakat tidak mampu sangat drperlukan, dan diha.rapkan adarya

peningkatan atau intensitas pelal(sanaan bantuan hukum dari taiun ke

taiun
Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masy,arakat tidak

mampu, dlsampmg memberdayakan keberadaan dar kesamaaa hukum bagi

seluruh lapisan masyaratat, juga bertujuan untuk menggugai kesadaran dan

kepatuhan hukum masyaratat, yaitu melalui penggunaan hak yarg
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disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan

Pengadilan

Dalam rangka pemerataan pemberian da,na bantuar hukum - bagi

masyarakat tidak mampu, pada awal pelatsanaannya di tahun arggaran

1980/1981 sampai dengan 1,99311994 haaya disalurkan melalui Pengadilaa

i\egeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum,

mata sejak taiun anggaran 1994 /1995 hingga sekarang, penyaluran dana

bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui

Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di $rilayah hukum Pengadilar Negeri.

Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidal mampu dapat

disaiurkan melalui :

1. Dana BanLuan Hukum melalLu Pengadilan Negeri; atau

2. Dana Bantuan Hukum yang disedial<ar di Lembaga Bantuan Hukum

Seba8aimana diketahui, bahlva penegakan hukum mela.lui lembaga

peradilan tldak bersifat diskrimrnatrf. Artinya setiap manusia, baik mampu

aLau tidak marnpu secara sos1al-ekonomi, berha-k memperoleh pembelaan

hukum di depa.r pengadilal. Untuk rtu diharapkan sifat pembelaan secara

cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek

degradasi martabat atau harga din seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk

pengha.gaan Lerhadap hukum dan kemanlrslaan yarg semata-mata unfi-rk

meringalkal beba-n (hukuml masyarakat tidak marnpu.

Lembaga Bantuarr Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan

(pembelaan) hukum dalam Pro8ram Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidal<

Mampu, diharapkafl kesediaaanya untul senartiasa membel.i kepentingan

hukum masyarakat tidak mamPn, walallpun Maikamai AgunS RI cq.

Direkto.at Jenderat Badan Peradilan Umum hanya menyediakar, dara yan8

terbatas.

Sebuah negaJa hukum pada asasnya setiap tindal<an pemerintahar harus

dilakukan berdasarkai kewenangan yang diberikar oleh hukum Suatu

tindakan pemerintahan yang dilal<ukan tanpa dasar kewenangan berakibat
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tindakan tersebut menjadi tidat( sai. Dalam melal(sanakan sa.lai satu fungsi
pemerintahan, yaitu membentuk percia tentang Bartuar Hukum untuk
Masyarakat Miskin, pemerintahan Kota Surabaya mengguna_kan aasaJ
kewenangan sebagai be.ikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasai 18 ayat (6),

pasal 28 D ayat (1) dan (2), pasat 28 F, pasa.l 28 c ayat (t) dar (2), pasat
28 H ayat (2), pasat 28 I ayar (1), (2), (a), dan (51;

2. Undang-Undang Nomor i2 Talun 1950 tentang pembentukan Daerah
Kabupaten/ I{otamadya dalam Lrngkungan provinsi Jawa Timur
sebagaimard telai diubah denga-n Undang_Undarg Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);Undarg_
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang_Undang Hukum
Acara Pidana (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 19gl Nomor
76, Tambahan Lembaral Negar.a Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandarg Cacat
(Lembaran Negar-a Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambaian
Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Uodang-Undang Nomor 39 Tairun 1999 tentang Hak Asasi Marusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 1999 Nomor 165.

Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 3gg6);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentarg perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 423S);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambaha-n Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 42881; Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaJa

Repubhk Indonesia Nomor 43551;
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8.

7.

9.

10.

I1,

Undang-Undang Nomor 48 Taiu 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO9 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Undang_
Undang Republlk Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukar Peraturan Perundang-undangan (Lemba_ran Negara
Republit Indonesla Tahun 2011 Nomor g2, Tambaha! LembaJan Netara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undarg-Undaig Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan peraturan

Perundang-undalgar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahaa l-embaran Negara RepubLik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 16 Taiun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembarall Negara Republik Indonesia Taiun 201l Nomor 104,

Tambahal Lembalan Negar.a Republik Indonesia Nomor S246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintaian Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tamba}]an Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)

sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahar Kedua Atas Undarg_

Undang Nomor 23 Taiuo 2014 tentang Pemerirtahan Daerah (Lemba-ran

Negara Republik Indonesia Taiun 2015 Nomor 58, Ta.mba,han Lembararl

Nega.a Republik lndonesia Nomor 5679)j

Peraturan Pe erintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberiar Bantuan Hul<um dan Penyaluran Dara Bantuan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}Iun 2013 Nomor 98,

Tamb alan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peratirran Pemerintah Nomor 38 Talun 2007 tentang Pembagian Ulusan

Pemerintahan antara Peme ntah, Peme ntaian Daerah Provinsi, da]1

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (l,embaral Negara
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l2

Republik Indor.resia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

Peraturan Pemerintal Nomor 41 Tahun 2007 Or6iairlsasiferaluran Hemelntalr Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi
eeranlkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor, 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

47s 1);
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BAB V
JANGI{AUAN, ARAII PENGATURAN, DAN RUA]TG LIITGI@P,@

MUATAN pERATURAN DAERATT KorA suRABAyA TElrrANG.iariiiifu
HIrKIrll[ BAGI Mi{SYARAKTq.T MSI(IN

JAIGTAUAN DAN ARAH PENGATURATI

Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturar daerah hi ddslah
pengaturan penyelenggaraan bantuan hullm bagi masyarakat ftiskin y*rg
menghadapi ma'salalr hukum yang meliputi menjalankan kuasa,

:.fnendampingi, mewal<ili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain

mtuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau

kelompok orarg miskin yarg tidat dapat memenuhi hat dasaj secara layak

dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidaaa, da-n

tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pengaturan juga berkaitafl dengan pengalokasia-n arggaran pada Arggaran

Pendapatan ilan Belanla Daerah (APBD) Kota Surabaya sebagai pelaksanaan

lebih lanjut darr ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskair pada ayat (1) bahwa Daerai dapat

mengalokasikal alggaran penyelenggaraan Baltuan Hukum dalam Arggaran

Pendapatan dai Belarlja Daerah. Dan ayat (2) pasa.l tersebut menjelaskan

bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenoj penyelenggaraan Bantuan Hukum

diatur dengan Peraturan Daerah.

RUANG LINGKI'P MATERI MUATAN

Adapun ketentuan pokok dalam peraturan daerah ini mengatur hal-ha]

sebagai bedkut:

1, KETENTUAI IIMUM
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Ketentuan ini menjelaskan beberapa pengertian dalam peratwartr[&eh

mi antara lain: Daerah, Pemerintah Daerah, Walikoti, Bhilirraa

Hukum,Penerima Bantuan Hukum. Pemberi bartuan hukum, P6fuohon

Bantuan Hukum,Masyarakat miskin, Advokat, Jasa Hukum, Litigasi,

Non litigasi, Dara bantuan hukum, Verifikasi, Akeditasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. ASAS DAN TUJUAN

Pemberian Bantuan Hulium Bagi Masyarakat Miskin di daerah

dilaksarakAn berdasarkan asas:

a. keadilar;

b. persamaan kedudukan di da.lam hukum;

c, keterbukaan;

d, efrsiensi;

e. efektieitas; dan

f. akuntabilitas

3. TUJUAN

Pemberiai Bantuan Hukum Bdgi Masyara-l€t

bertujuan untuk:

a. menjamin dar memenuhi ha]< masya-rakat miskin untuk

mendapatkan akses keadilan;

b. meojamin kepastian penyelenggajaan bartuan hukum;

c. mewujudkan hak konstitusional masyare-l<at miskin sesuai dengan

prinsip persamaan keduduka:r di hadapaa hukum;

d. menjamin bahwa bantuall hukum dapat dimarfaatkar Fecara merata

oleh seluruh masyarakat: dan

e. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia'

4. RUANC LINGKUP

Miskin di daerah
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1. Bantuan Hulorm di berikan kepada masyajakat miskin tuellp{ti
masalah hukum litigasi maupun bantuar hukum nonlitigasi yang terdiri

atas perkaral

a. pidana;

b. perdata; dan

c. tata usaha negara.

2. Bantuan Hukum meliputi menerima dan menjalankan kuasa,

mendampingi, mewal<ili; membela, dan/atau melakukan tindskaa

hukum lairr untuk kepentingar hul<um Penerima Bartuar Hukum

sebagai Kuqsa Hukumnya baik dalam pemeriksaan aparat penegal<

hukum maupun proses persidarlgan di Iembaga Peradilan.

PEIITELENGGARAAN BANTUAN HI'KI'I[
Pemberian bantuall hukum diselenggarakar oleh lembaga bantuan

hukum yang memenuhi persyaratan alltata lain:

a. berbadar hukum;

b. terakreditasi berdasarkan peraturan daerai ini;

c. memiliki kartor atau sekretariat yarg tetap;

d. meuriliki pengurus; dan

e. meDdliki program bantuar hukum.

5.

1.

2.

3.

Da-laln pemberian bantuan hukum, pemerintah daerah melalui satuEn

keia perangkat daerah yarg membidargi hukum dan hal< asasi

manusia bertugas:

a. men)'usun dan menetapkan kebijakan pemberian baltuan hukum;

b. men,,usun rencana anggaran bantuan hukum;

c. mengelola anggaran bantuan hukum secaia efektif, eflsien,

tlanspaJafl, dan akuntabel.

Satuan kerja perangkat daelah yang membidangi hukum berwenang:
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6,

1.

a. mengawasi pemberian bantuan hukum dal pemberial

hukum sesuai tujuan yarg ditetapkan;

4.

b, melakukan verihkasi dar atreditasi terhadap lembaga l*htuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kelayakaa

sebagai pemberi bantuan hukum.

Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi pemerintah daerah dapat

membentuk tim yang unsurnya terdiri atas :

a. lembaga pemerinta.h yallg menyelenggarakar urusar peme llta}ralr

di bidang hukum;

b. akademisi;

c. tokoh masyaJatat; dan

d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

XERJASAMA PEYELENGGARAAN BANTUAN HI'KI'M

Untuk penyelenggajaal bantuan hukum, PeEerintah Daerai dapat

menjalin kerja sama dengar lembaga bantuar hukum yang meEenuhi

ketentuan dalam peraturan daerah ini dan keia sama tersebut berlaku

untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpaajang kembali,

2. Kepala bagian hukuro membuat pe.janjian pelal<sanaar bartuan

hukum dengan pemberi bantuan hukum dan nilai anggalarr bartuan

hukum yarg disepakati dalam perjartjian mengikuti penetripar Walikota

mengenai alokasi anggarar bantuan hukum dan arggaran bantuan

hukum yang ditetapkan oleh walikota mempakan batasar tertinggi

penyaluran danabantuan hukum.

PERI.IITDI'NGAN PEMBERI BANTUAN HI'KUM

1. Pemberi Bantuan Hukuo tidak dapat dituntut secara perdata mauPun

pidana dalam menjalEnkan tugasnya meEberikar Ba.ntuan Hukum

kepada Penerima Bantuar Hukum yarg menjadi ta!8gung jawabnya

yarg dilakukan dengan iktikad baik di dalam.mauPun di luar sidang
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pengadilan sesuai Standar Bartuan Hukum berdasarkal

perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

: A. JENIS BANTUAN HI'TUM

1, Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengEr caia:

a. pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai aariltingtat
penyidikaa, dan penunt'Jtan;

b. pendampiagan dan atau menjalalkan kuasa da]arfl proses pemeriksaan

di persidangan; atau

c. pendampihgan dan atau menjalalkal kuasa terhadap penerima

bant'ran hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Pemberian bantuaal hukum secara nonlitigasi dapat ditakukaa oleh

advokat, para.lega-I, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup

pemberi bantuan hukum yang telah lulus verilikasi darl a-kreditasi.

Pemberian barltuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

a. pen]'r-rluhal hukum;

b. konsultasi hukum;

c. investigasi perkara, baik secara eldktronik maupun nonelektronik;

d, penelitian hukum;

mediasi;

konsiliasi

negosiasi;

pemberdayaan masyarakat;

pendampingan di luar pengadilan; dan atau

dralting dokumen hukum.

: !.

e.

I.

g.

h.

i.

J,
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9. IIAI{ DAN ITEWAJIBAN

i1. Penerima Bafltu&n Hukum berhek :

' a. mendapatkan Baltuan Hukum hingga masalah hukumflya' sElesai

dan/atau perkaranya telai mempunya.i kekuatan hukum tetap, selama

Penerima Barltuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat

kuasa;

b, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bartuan Hukum

dar/atau Kode Etik Advokat;

c. mendapatkan informasi dan dokumen

pelaksalaal pemberial1 Bantuan Hukum

peraturan perundangundangan.

2.PetrerlEa Baatuan Ilukum wajib :

a. menyampaikaa bukti, informasi, dan/atau

benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dar

yarg berkaitan dengan

sesuai dengan ketentuan

keterangan perkara eecara

b. membantu kelancajan pembedan B8ntuan Hukum.

S.Pemberi BaDtual Hukum berhak :

a. melakukal reknrtmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan

mahasiswa fakultas hukum;

b. melakukan pelayaran Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan pen]'uluhan hukum, konsultasi hukum, dan program

kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Ba-ntuan Hukum

berdasarkan Peraturan Daerah ini;

e. mengeluarkan pendapat atau pemyataan da.lam membela perkaia yang

menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan

ketentIar peraturan perurldang-undangan;

L mendipatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerai atauPun

instansi 1ain, untuk kepentingan pembelaar perkara; dan
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g. mendapatkan jarninar perlindurgaa hukum, keam.aaari,,t. da:1

kese.lamatan selama menjalankaa pernberian Ba.ntuan Htk.iiir. , 1

4.Pemberl llantuan Eukum wajlb :

melaporkan kepada walikota tentang program Bantuar Hukum. melalui
satuan kerja perargkat daerah yang membidangi hukur!;
melaporkar setiap penggunaan APBD yarlg digunakan untuk pemberiar

bantuar hukum berdasa-rkan Peraturan Daerah ini;
menyelenggarakan pendidikaa dan pelatjhan Barrtuarr Hukum bagi
advokat, pdralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yarg direkrut;
menjaga kerahasiaan data, informasi, dart/afau keterangar yang

diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan denga! perkara
yang sedarg ditangani, kecuali ditentukar lain oleh peraturarl
perundang-undargan; dan

memberikal Bantuan Hukum kepada peneiima Balltuan Hukum hingga
permasalahannya selesai atau tela.h ada putusan yang berkekuatan
hukum tetap terhadap perkaranya,

i 10. SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUBUM

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohon

Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi Bantuan

Hukum disertai dengan:

a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yarg dimintakar Bantuan

Hukum.

Permohonan Bantuall Hukum harus melampirkan :

a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepa-la Desa, atau pejabat yang

setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuar Hukum dan

b. dokumen yar1g berkenaan dengan Perkara.



11. PEITDANAAN

1. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelelggEraan

Bantuan Hukum da.iarn APBD.

2. Selain sumber pendanaan daJi APBD pendanaan untuk bartuan hukum

dapat berasal dari I

a. hibah atau sumbangan sukarcla: dan/atau

b. sumber pendaraan lain yang san dan tidak mengikat.

12. LARANGAN

Pemberi Barrh,ran Hukum dilaralg :

a, menyalaigunakan pemberian dana Bantuar Hukum kepada Penerima

Bantuan Hukum; dan

b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuar Hukum

dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yalg sedang ditangani,

13. PENGAWASAN

1. Setiap pemberial dana Barrtuarr Hukum yang diberikal Pemerinta.h

Da!:rah ditakukall pengawasar yang meliputi:

a) J emartauan terhadap Pembeli Bartuar Hukum di tempat

berperkara;

b) verilikasi terhadap berkas proses beraca-ra yang dilaporkar Pemberi

Bantuan Hukum,dan/atau

c) klarillkasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bartuan

Hukum yang dilaporkan masyaral(at,

2.Pengawasan dilal<sa]rla-l(a-n oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan

Keputusan Wa-likota

14. SANKSI ADMINISTRATIF

Pemberi Bantuar Hukum yang terbukti melarggar ketentuan dapat

dikenakal salksi administrative yang terdiri atas:
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a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pengembalia! semua dana Bartuan Hukum yang telah diterima yang
bersumber dal'i APBD.

15. KETEI{TUAN PIDANA

Apabila pemberi bantuan hukum terbuLti menerima atau mer4inta
sesuatu dari pener-ima-bantuan hukum, pemberi bartuan hukum dapat
drkenal<al sanksi pidana sesuai peraturan perundaig-undalga4 yalrg

berlaku dar keia sama dengan pemberi bantuar hukum dapat
dibatalkan sepihak,

I 6. KETENTUAIT LAIN-LAIN

Hal lainnya yang belum diatur da.lam peraturan Daerah ini
mengenai pelaksanaainya al<an diatur/ ditetapkan dengan

Walikota.

sepanjang

Peraturan

I 7. I(ETEITTUAI{ PERAIII{AN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. penyelenggaraan dan aflggaran Bantuar Hukum yang

diselenggarakar oleh Pemerintai Daeral, tetap dilaksariakan sampai

belakhimya tahun anggat'ar yang bersargkutan;

b. pemberial Bantuar Hukum yang sedalg diproses setrelutn Peraturan

Daerah ini mulai berlaku tetaD dilal(sanakan sampai dengan

beralhirnya tahul anggaran yang bersangkutan;

lS.KETENTUAN PENUTI'P

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksaraan Peraturan Daerah ini harus

dibuat selambatlambatnya 6 (ena'n) bulan sejal< berlakunya Peraturar

Daerai ini.
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BAB VI

PEITUTUP
A. Simpulan

Berdasaikan uraian Lerdahulu, mal<a dapat disimpulkarr sebagai be.ikuti
1. Bantuan hukum merupal<aa salah satu bentuk hak asasi ma-nusia yang

secara konstitusional mewajrbkaa Negara menjamin dan
menyelenggaralannya;

2. Mengenai bantuan hukr-im telall diatur dalarn berbagai . perahuan
perundang-undangai daII rnenegaskaa bahwa bantuan hukum memang
diberikan kepada mereka yang tidak mampu;

3. Pengaturan berkaitan dengan pengalckasian alggaral pida Anggaran
Pendapatan dan Belaaja Daerai (APBD) dapat dilakukar sebagai
pelal(sanaan lebih lanjut dar.i keteotuan pasal 19 Undang_Undang
Nomor 16 Taiun 2Ol1 Tentang Bantual Hukum yarlg menjelaskan pada
ayat (1) balwa Daerah dapat mengalokasikan anggarat penyelenggaraan
Bantuan Hukum da_lam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Dan
ayat (2) pasal tersebut menjelaska:r bairwa Ketentuar lebih lanjut
mengenai penyelenggaraan Bantuar Hukum diatur dengaa peraturar
Daerah.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka Rancangan peratruan
Daerah lentang Bantuan Hukum Bagi MasyaJa.kat Miskin adalah sebuah
keniscayaan, sehingga Rancangan peratura.n Daerai ini perlu segera
dibahas untuk disahkan menjadi peraturan Daerah.
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